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PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.G/2019/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kediri  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

Penetapan perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon,  Umur  29  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Diploma,  Pekerjaan

Karyawan  BUMN  (AIR  NAV),  Bertempat  tinggal  di  Kota

Kediri, Sebagai Pemohon;

melawan:

Termohon,  Umur  28  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Sarjana,  Pekerjaan

Karyawan  BUMN  (AIR  NAV),  Bertempat  tinggal  di

Kabupaten Badung, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan 

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya  tertanggal  21

Februari 2019  yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan

Register Perkara Nomor 0142/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal  21 Februari 2019, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang menikah pada

tanggal  07  September  2018  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana

ternyata  dari  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

Kk.18.7.1/PW.01/072/2019 Tanggal Duplikat: 19 Februari 2019 dan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 0405/012/IX/2018;

2. Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Termohon,  Pemohon  berstatus  jejaka

sedang Termohon juga berstatus perawan;
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3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai

suami  isteri  di  rumah  Termohon  di  Perum  Puri  Gong  No.7  Goa  Gong,

Jimbaran.  Kecamatan Kuta  Selatan,  Kabupaten  Badung dalam keadaan

ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan

rukun dan harmonis, namun sejak 11 September 2018 mulai goyah akibat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut

disebabkan, antara lain:

-  Termohon sering berani  dan membantah kepada Pemohon saat  Pemohon

menasehati Termohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon terjadi pada 18 Januari 2019 yang disebabkan bahwa Termohon

sering  menuduh  Pemohon telah  memiliki  wanita  idaman lain,  Termohon

selalu  marah-marah  tanpa  alasan  yang  jelas,  segala  sesuatu  yang

dikerjakan  oleh  Pemohon  selalu  salah  dihadapan  Pemohon  dari  hal

tersebut  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  berselisih;  Termohon

bersikap berani dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang

hingga kini berjalan selama 1 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat

tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah  rumah,  antara  Pemohon dengan  Termohon  sudah

diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah

tidak  sanggup  mempertahankan  keutuhan  rumah  dengan  Termohon,

karena  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad

untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut  diatas,  Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
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perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan,  memberi  ijin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk

mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  hadapan

sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir

menghadap  sendiri  ke  persidangan  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakilnya,  meskipun  ia  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

ternyata  bahwa  ketidak  hadiran  Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh

sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara

ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir

menghadap  sendiri  ke  persidangan  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakilnya,  meskipun  ia  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

ternyata  bahwa  ketidak  hadiran  Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh

sesuatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar

rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana semula;

Menimbang,  bahwa didepan  sidang,  Pemohon menyatakan  bahwa ia

dengan Termohon sekarang sudah rukun sebagaimana semula
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Menimbang,  bahwa  terhadap  maksud  Pemohon  untuk  mencabut

perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Pemohon  dicabut,  namun

oleh karena perkara ini  telah terdaftar  dalam register  perkara dan termasuk

dalam  bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  biaya  perkara  dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat  semua  peraturan  perundang-undangan  dan   hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  perkara  nomor

0142/Pdt.G/2019/PA.Kdr dari Pemohon;

2. Memerintahkan  panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal  14 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Hj.  ZUHROTUL HIDAYAH,  S.H.,M.H.  dan  MULYADI,  S.Ag.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan   pada  hari

itu  juga dalam sidang   terbuka  untuk umum, dengan   dihadiri   oleh    hakim-

hakim  anggota,  dibantu  oleh HARTONO, S.H.  sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
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Hj. ZUHROTUL HIDAYAH,
S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI

HARTONO, S.H.
Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

  Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu  rupiah)
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